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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Kondisi Umum 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Baturaja 

Tahun 2025-2029 merupakan salah satu amanat  Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN).  Renstra tersebut merupakan dokumen  perencanaan  selama  

lima  tahun  (2025-2029)  yang  memuat  visi,  misi,  tujuan,  strategi, 

kebijakan  serta  program  dan  kegiatan  Pengadilan  Negeri Baturaja  

dalam  rangka  melaksanakan tugas  pokok  dan  fungsinya.  Renstra  

Pengadilan  Negeri Baturaja  mengacu  pada  Renstra Mahkamah Agung 

RI dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-

2029.  Dalam Rencana Strategis 2025-2029 tersebut, sasaran strategis 

kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Negeri Baturaja antara lain: 

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskan dan 

Terpinggirkan 

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2025-2029 ini 

menggunakan acuan Indikator Kinerja Utama.  Program kerja yang 

dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan 

meliputi: 

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan 

program untuk mencapai Sasaran Strategis Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel serta Peningkatan 

Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 

2. Program Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan 

Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dibuat untuk 

mencapai Sasaran Strategi Meningkatnya Akses Peradilan bagi 

Masyarkat Miskin dan Terpinggirkan; 
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3. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah 

Agung bertujuan untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya 

Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan. 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2025-2029 dibuat 

dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi 

birokrasi peradilan untuk mencapai system peradilan yang semakin 

efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya. 

 

1.2. Potensi dan Permasalahan 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri 

Baturaja masih dihadapkan pada beberapa kondisi yang harus 

diselesaikan untuk meningkatkan kinerja.  Berikut adalah beberapa 

permasalahan yang saat ini masih dihadapi oleh Pengadilan Negeri 

Baturaja: 

1. Produktivitas Penyelesaian Perkara 

Peningkatan produktivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan 

Negeri Baturaja harus sesuai dengan Kebijakan Mahkamah Agung RI 

melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) 

Lingkungan Peradilan.  Kebijakan tersebut menjadi standar dalam 

penerapan SOP pada Pengadilan Negeri Baturaja namun masih 

banyak perkara yang diselesaikan melebihi batas waktu yang telah 

ditetapkan. 

2. Manajemen Penanganan Perkara 

Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk 

menjamin transparansi dan keterbukaan informasi terhadap perkara 

yang ditangani mulai dari registrasi perkara, penetapan majelis, 

penetapan Panitera, jadwal siding sampai dengan putusan, namun 

dalam penerapan dan penggunaan aplikasi SIPP tersebut masih 

belum maksimal seperti informasi yang diinput tidak tepat waktu, serta 

masih lemahnya etos kerja sumber daya manusia dalam 

memanfaatkan sistem informasi tersebut. 

3. Akses Terhadap Pengadilan 

Penguatan akses terhadap Pengadilan telah disediakan oleh 

Pengadilan Negeri Baturaja seperti layanan pada Meja Informasi 
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berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di 

Pengadilan, serta Peningkatan akses pengadilan terhadap 

masyarakat miskin melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dengan cara penyediaan 

Posbakum, pemberian jasa bantuan Advokat, pembebasan biaya 

perkara/prodeo, pelaksanaan siding luar kantor Pengadilan (Zitting 

Plaats) namun dalam hal pelayanan tersebut masih terdapat 

beberapa kendala seperti terbatasnya anggaran posbakum dan 

sarana meja informasi yang masih belum memadai. 

4. Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat 

pencari keadilan tentu tidak terlepas dari kuantitas dan kualitas 

sumber daya manusia baik di bidang teknis seperti Hakim, Panitera 

Jurusita maupun di bidang non teknis sehingga diperlukan 

peningkatan skill dan kemampuan dari sumber daya manusia tersebut 

malalui pelatihan, manajerial dan kepemimpinan namun dalam 

melayani masyarakat di 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Ogan 

Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan dengan jumlah perkara yang ditangani 

sangat besar, saat ini masih kekurangan tenaga teknis seperti 

Panitera Pengganti.  Sehingga, faktor tersebut dapat berpengaruh 

pada kecepatan proses penyelesaian minutasi perkara.  Selain itu, 

belum tepatnya pola pembinaan karir yang tidak sesuai kompetensi 

dari masing-masing sumber daya manusia sehingga peningkatan 

kinerja belum maksimal. 
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BAB II 
VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGADILAN 

 

2.1. Visi Pengadilan 

 Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan 

fungsi Pengadilan Negeri Baturaja.  Visi Pengadilan Negeri Baturaja 

adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Baturaja Yang Agung”.  Berikut 

ini penjelasan dari visi Pengadilan Negeri Baturaja: 

1. Pengadilan Negeri Baturaja merupakan lembaga peradilan tingkat 

pertama yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi 

Palembang dan berkedudukan di Baturaja; 

2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, 

kebesaran, kemuliaan dan keluhuran. 

 

2.2. Misi Pengadilan 

 Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi 

yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Baturaja dapat terlaksana 

dan terwujud dengan baik.  Misi Pengadilan Negeri Baturaja adalah 

sebagai berikut: 

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan; 

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan; 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan; 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. 

 

2.3. Tujuan Pengadilan 

 Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (Satu) Tahun samapi dengan 5 (Lima) Tahun.  Tujuan ditetapkan 

mengacu kepada pernyataan visi dan misi.  Tujuan Pengadilan Negeri 

Baturaja adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Peradilan 

2. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Mahkamah Agung 
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2.4. Sasaran Strategis Pengadilan 

 Sasaran strategis yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 5 (Lima) Tahun ke depan.  Sasaran strategis Pengadilan 

Negeri Baturaja adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif 

dan modern; 

Sasaran 

Strategis 

Indikator Rumus Indikator 

Terwujudnya 

peradilan 

yang efektif, 

transparan, 

akuntabel, 

responsif 

dan modern 

1. Persentase 

penyelesaian perkara 

secara tepat waktu 

Jumlah perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

dibagi jumlah perkara yang 

diselesaikan x 100% 

 2. Persentase 

penyediaan/pengirim

an salinan putusan 

tepat waktu oleh 

pengadilan tingkat 

pertama kepada para 

pihak 

Jumlah salinan putusan 

yang tersedia/dikirimkan 

kepada para pihak secara 

tepat waktu dibagi jumlah 

perkara yang diputus x 

100% 

Misi 

- Menjaga Kemandirian 

Badan Peradilan 

- Memberikan Pelayanan 

Hukum yang 

Berkeadilan 

- Meningkatkan Kualitas 

Kepemimoinan Badan 

Peradilan 

- Meningkatkan 

Kredibilitas dan 

Transparansi Badan 

Peradilan 

Visi 

“Mewujudkan Pengadilan 

Negeri Baturaja Yang Agung” 

Tujuan 

- Terwujudnya 

Kepercayaan Publik 

Atas Layanan 

Peradilan 

- Terwujudnya 

Dukungan 

Pelaksanaan Tugas 

Mahkamah Agung 
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 3. Persentase 

pengiriman 

pemberitahuan 

petikan/amar putusan 

tingkat banding, 

kasasi dan PK secara 

tepat waktu oleh 

pengadilan pengaju 

kepada para pihak 

Jumlah pemberitahuan 

petikan/amar putusan 

tingkat banding, kasasi, PK 

yang disampaikan kepada 

para pihak secara tepat 

waktu dibagi jumlah 

petikan/amar putusan 

banding, kasasi dan PK 

yang diterima pengadilan 

pengaju x 100% 

 4. Persentase 

pengiriman salinan 

putusan perkara 

pidana, kasasi dan 

PK tepat waktu oleh 

pengadilan pengaju 

kepada para pihak 

Jumlah salinan putusan 

yang tersedia/dikirimkan 

kepada para pihak secara 

tepat waktu dibagi jumlah 

salinan putusan banding, 

kasasi dan PK yang 

diterima pengadilan 

pengaju x 100% 

 5. Persentase putusan 

pengadilan yang 

diunggah pada 

direktori putusan 

Jumlah putusan yang 

diunggah pada direktori 

putusan dibagi jumlah 

putusan yang telah 

diminutasi x 100% 

 6. Persentase 

penyelesaian 

permohonan 

eksekusi putusan 

perdata 

Jumlah permohonan 

eksekusi putusan perdata 

yang diselesaikan dibagi 

jumlah putusan perdata 

yang dimohonkan eksekusi 

x 100% 

 7. Persentase perkara 

yang berhasil 

diselesaikan melalui 

pendekatan keadilan 

restoratif 

Jumlah perkara yang 

berhasil diselesaikan 

melalui pendekatan 

keadilan restoratif dibagi 

jumlah perkara yang 

memenuhi kriteria 
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penerapan pendekatan 

keadilan restorative x 100% 

 8. Persentase perkara 

yang berhasil 

diselesaikan melalui 

mediasi 

Jumlah perkara yang 

berhasil diselesaikan 

melalui mediasi dibagi 

jumlah perkara yang wajib 

dilakukan mediasi x 100% 

 9. Persentase perkara 

anak yang berhasil 

diselesaikan melalui 

diversi 

Jumlah perkara anak yang 

berhasil diselesaikan 

secara diversi dibagi jumlah 

perkara anak yang telah 

selesai proses diversi x 

100% 

 10. Persentase perkara 

perdata 

menggunakan e-

Court 

Jumlah perkara perdata 

tingkat pertama dan tingkat 

banding yang diajukan 

menggunakan e-Court 

dibagi jumlah perkara 

perdata tingkat pertama dan 

tingkat banding yang 

diajukan x 100% 

 11. Persentase perkara 

pidana yang 

dilimpahkan secara 

elektronik (e-

Berpadu) 

Jumlah perkara pidana 

yang dilimpahkan secara 

elektronik dibagi jumlah 

perkara pidana yang 

dilimpahkan x 100% 

 12. Persentase layanan 

perkara pidana yang 

diajukan secara 

elektronik (e-

Berpadu) 

Jumlah layanan perkara 

pidana yang diajukan 

secara elektronik dibagi 

jumlah layanan perkara 

pidana x 100% 
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2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik; 

Sasaran 

Strategis 

Indikator Rumus Indikator 

Meningkatnya 

Tingkat 

Keyakinan 

dan 

Kepercayaan 

Publik 

1. Indeks kepuasan 

pengguna layanan 

pengadilan 

berdasarkan standar 

layanan yang 

ditetapkan 

Indeks ini bertujuan untuk 

mengukur kepuasan 

masyarakat pencari 

keadilan terhadap standar 

layanan pengadilan, 

dengan kriteria  sebagai 

berikut: 

a.  Persyaratan; 

b.  Sistem, Mekanisme, 

dan Prosedur; 

c.  Waktu Penyelesaian; 

d.  Biaya/Tarif; 

e.  Produk Spesifikasi Jenis 

Pelayanan; 

f. Kompetensi Pelaksana; 

g. Perilaku Pelaksana; 

h. Penanganan 

Pengaduan, Saran dan 

Masukan; 

i. Sarana dan Prasarana. 

 

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. 

Sasaran 

Strategis 

Indikator Rumus Indikator 

Terwujudnya 

Manajemen 

Peradilan 

yang 

Transparan 

dan 

Profesional 

1. Indeks 

Profesionalitas 

Aparatur Sipil 

Negara (IP ASN) 

Satuan Kerja 

Pengadilan 

Nilai Indeks Profesionalitas 

Aparatur Sipill Negara (IP 

ASN) terdiri dari: 

1. Kompetensi (40%) 

2. Kinerja (30%) 

3. Kualifikasi (25%) 

4. Disiplin (5%) 



 

Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB  9 
 

 2. Nilai Indikator 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) 

Satuan Kerja 

Pengadilan 

a. Revisi DIPA (10%) 

b. Penyerapan Anggaran 

(20%) 

c. Penyelesaian Tagihan 

(10%) 

d. Dispensasi SPM 

(menjadi pengurangan 

nilai IKPA) 

e. Devisiasi Hal. 3 DIPA 

(15%) 

f. Belanja Kontraktual 

(10%) 

g. Pengelolaan UP dan 

TUP (10%) 

h. Capaian Output (25%) 

Nilai kinerja pelaksanaan 

anggaran merupakan 

pengukuran kinerja tahun 

berjalan. 

 3. Nilai Kinerja 

Perencanaan 

Anggaran 

Nilai kinerja Perencanaan 

Anggaran: 

a. Efektifitas dengan nilai 

75% yang terdiri dari: 

- Capaian Indikator 

Sasaran Strategis K/L 

(25%) 

- Agregasi Capaian IKP 

Unit Eselon I (25%) 

- Agregasi Capaian RO 

Satker (30%) 

b. Efisiensi 25% yaitu 

agregasi nilai efisiensi 

satker 
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Nilai kinerja perencanaan 

anggaran merupakan 

pengukuran kienrja tahun 

berjalan. 

 4. Nilai Indikator 

Pengelolaan Aset 

(IPA) Satuan Kerja 

Pengadilan 

Indeks Pengelolaan Aset 

adalah indikator kienrja 

untuk mengukur kualitas 

tata kelola barang milik 

negara.  

Nilai Indeks Pengelolaan 

Aset merupakan 

pengukuran kinerja tahun 

berjalan 
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BAB III 
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN 

DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL 
 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 

Berdasarkan tahapan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahap 1:  Penguatan Transformasi Periode 2025-2029 

diarahkan pada: 

1. Transformasi social dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan 

pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan social, 

serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif; 

2. Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses 

hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset 

inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, 

pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan 

perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan; 

3. Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan 

yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, 

pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, 

peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan 

berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan 

pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan public berbasis 

teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil; 

4. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia difokuskan 

pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik, dan 

keamanan nasional yang mencakup pembaharuan substansi hukum, 

pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum 

yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, 

kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila; 

5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi 

nilai agama dan budaya serta peran kelluarga dalam pembangunan 

karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; 

6. Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatkan 

pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui 

optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada; 
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7. Pendanaan pembangunan dioptimalkan melalui reformasi tata kelola 

fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan 

non pemerintah.  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 

mengamanatkan bahwa sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN I 

(2025-2029) ditekankan pada penguatan transformasi.  Dalam kaitannya 

dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan 

daya saing.  Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, 

independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyuapan, dan kerangka 

hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyarakatan dasar 

untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global 

Competitiveness Index (GCI).  Namun, permasalahan di bidang hukum 

tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI.  Masih 

banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi daya saing Indonesia.  Berdasarkan permasalahan dan 

tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah berikut ini: 

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum yang transparan, akuntabel, 

dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar 

instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM professional 

dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan 

system informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu di 

segala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas; 

2. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, 

yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, 

terlaksananya kebijakan anti korupsi yang optimal melalui penegakan 

hukum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil 

tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan anti korupsi, serta 

peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi; 

3. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM 

melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum atas 

pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan 

bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum 

yang berperspektif HAM dan responsive gender. 

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka 

piker rencana pembangunan hukum 2025-2029 diharapkan dapat 
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membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing 

perekonomian.  Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi 

dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan 

pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, 

dan pemenuhan HAM.  Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam  

13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Sistem Peradilan 

Pidana Anak, Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat, Pengembangan 

SDM Aparat Penegak Hukum, Pelayanan Hukum, Harmonisasi Peraturan 

Bidang Anti Korupsi, Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi, 

Pencegahan Korupsi, Harmonisasi Peraturan Bidang HAM, Penegakan 

HAM, Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan, Penanganan Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan Pendidikan HAM.  Kontribusi arah kebijakan 

maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, 

namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat 

mempercepat proses pembangunan ekonomi.  Adapun kerangka 

pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, 

berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan 

Pengadilan Negeri Baturaja dalam mendukung kebijakan nasional dalam 

mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum menetapkan arah 

kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah 

Agung RI.  Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang 

ditetapkan pada tahun 2025-2029, Pengadilan Negeri Baturaja 

menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis yang terdiri dari: 

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif 

dan modern; 

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik; 

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. 

 

3.3. Kerangka Kebijakan 

Pengadilan Negeri Baturaja telah mengeluarkan beberapa regulasi yang 

berhubungan dengan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.  

Berikut ini kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan 

Negeri Baturaja: 
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1. Disiplin kerja pegawai; 

2. Standar Operasional Prosedur (SOP); 

3. Susunan Majelis Hakim; 

4. Petugas Meja Informasi dan Pengaduan Pengadilan Negeri Baturaja; 

5. Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 

6. Hakim Pengawas Bidang; 

7. Penanggungjawab Informasi; 

8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

 

3.4. Kewenangan Manajerial Internal 

Kewenangan manajerial internal di Pengadilan Negeri Baturaja mencakup 

berbagai aspek yang bertujuan untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas pokok peradilan, memastikan akuntabilitas, dan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kewenangan ini terutama 

dijalankan oleh pimpinan pengadilan (Ketua dan Wakil Ketua) dan unit 

kesekretariatan serta kepaniteraan.  Struktur organisasi dan nomenkelatur 

jabatan Pengadilan Negeri Baturaja mengacu pada Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut: 
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BAB IV 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1. Target Kinerja 

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Pengadilan Negeri Baturaja memliki 

3 (tiga) sasaran kinerja dengan 15 (lima belas) indikator sebagai berikut: 

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, 

akuntabel, responsif dan modern 

Sasaran Strategis 

Uraian Indikator 
Target 
Jangka 

Menengah 

Target 

2025 2026 2027 2028 2029 

Terwujudnya 
peradilan 
yang efektif, 
transparan, 
akuntabel, 
responsif dan 
modern 

1. Persentase 
penyelesaian perkara 
secara tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Persentase 
penyediaan/pengirima
n salinan putusan 
tepat waktu oleh 
pengadilan tingkat 
pertama kepada para 
pihak 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3. Persentase 
pengiriman 
pemberitahuan 
petikan/amar putusan 
tingkat banding, 
kasasi dan PK secara 
tepat waktu oleh 
pengadilan pengaju 
kepada para pihak 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4. Persentase 
pengiriman salinan 
putusan perkara 
pidana tingkat 
banding, kasasi dan 
PK tepat waktu oleh 
pengadilan pengaju 
kepada para pihak 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5. Persentase putusan 
pengadilan yang 
diunggah pada 
direktori putusan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6. Persentase 
penyelesaian 
permohonan eksekusi 
putusan perdata 

15% 15% 15% 15% 15% 15% 

7. Persentase perkara 
yang berhasil 
diselesaikan melalui 
pendekatan keadilan 
restoratif 

3% 3% 3% 3% 3% 3% 

8. Persentase perkara 
yang berhasil 
diselesaikan melalui 
mediasi 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 
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9. Persentase perkara 
anak yang berhasil 
diselesaikan melalui 
diversi 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 

10. Persentase perkara 
perdata tingkat 
pertama yang 
menggunakan e-
Court 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

11. Persentase perkara 
pidana yang 
dilimpahkan secara 
elektronik (e-Berpadu) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

12. Persentase layanan 
perkara pidana yang 
diajukan secara 
elektronik (e-Berpadu) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan 

Kepercayaan Publik 

Sasaran Strategis 

Uraian Indikator 
Target 
Jangka 

Menengah 

Target 

2025 2026 2027 2028 2029 

Meningkatny
a Tingkat 
Keyakinan 
dan 
Kepercayaan 
Publik 

1. Indeks kepuasan 
pengguna layanan 
pengadilan 
berdasarkan standar 
layanan yang 
ditetapkan 

3.9 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 

 

3. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang 

Transparan dan Profesional 

Sasaran Strategis 

Uraian Indikator 
Target 
Jangka 

Menengah 

Target 

2025 2026 2027 2028 2029 

Terwujudnya 

Manajemen 

Peradilan 

yang 

Transparan 

dan 

Profesional 

1. Indeks Profesionalitas 

Aparatur Sipil Negara 

(IP ASN) Satuan 

Kerja Pengadilan 

72 71 71 72 73 74 

2. Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) 

Satuan Kerja 

Pengadilan 

95 95 95 95 95 95 

3. Nilai Kinerja 

Perencanaan 

Anggaran 

81 80 80 81 82 83 

4. Nilai Indikator 

Pengelolaan Aset 

(IPA) Satuan Kerja 

Pengadilan 

4 4 4 4 4 4 
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4.2. Kerangka Pendanaan 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta memastikan tercapainya 

tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025–

2029, pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti 

peradilan, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi kelembagaan 

menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Setiap alokasi 

disesuaikan dengan kebutuhan nyata di Pengadilan Negeri Baturaja, 

dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap 

sasaran kinerja. 

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025–

2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, 

target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini 

bertujuan untuk mendukung tercapainya output dan outcome strategis 

secara terukur, efisien, dan akuntabel. 

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator 

sasaran strategis yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Baturaja. 

Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari 

masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan 

pelaksanaan kegiatan. 

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian 

perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court dan e-

Berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan 

manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, aset, dan 

keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses 

terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan 

biaya perkara, sidang di luar gedung, dan peningkatan kompetensi 

Hakim.  

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, 

Pengadilan Negeri Baturaja berupaya untuk menjaga konsistensi antara 

perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa 

sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan 

peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 
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BAB V 
PENUTUP 

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2025-2029 

adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan 

menyeleuruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan 

fungsinya sebagai lembaga peradilan.  Renstra ini menggambarkan 

permasalahan, kelemahan, peluang, tantangan, sasaran, program, dan kebijakan 

yang akan dijalankan selama kurun waktu Tahun 2025-2029 sejalan dengan 

perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal organisasi dan tata laksana 

peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa 

arah Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencapai visi dan misinya. 

 
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Baturaja dapat direviu kembali dan terus 

disempurnakan dari waktu ke waktu, dengan demikian Renstra ini bersifat 

terbuka dari kemungkinan perubahan.  Melalui Renstra ini diharapkan dapat 

membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat 

keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.  Pada akhirnya, dengan Renstra 

ini diharapkan Pengadilan Negeri Baturaja memiliki pedoman yang dapat 

dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 

(lima) tahun yaitu tahun 2025-2029. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 



 

 

Matriks Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Negeri Baturaja 

 

Program 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Target 
Jangka 

Menengah 

Target 
Pendanaan 
Tahun 2026 

2025 2026 2027 2028 2029 

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp 552.402.000 

 Terwujudnya 
peradilan yang 
efektif, 
transparan, 
akuntabel, 
responsif dan 
modern 

Persentase penyelesaian 
perkara secara tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 100%  

Persentase 
penyediaan/pengiriman salinan 
putusan tepat waktu oleh 
pengadilan tingkat pertama 
kepada para pihak 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase pengiriman 
pemberitahuan petikan/amar 
putusan tingkat banding, kasasi 
dan PK secara tepat waktu oleh 
pengadilan pengaju kepada 
para pihak 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase pengiriman salinan 
putusan perkara pidana, kasasi 
dan PK tepat waktu oleh 
pengadilan pengaju kepada 
para pihak 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase putusan pengadilan 
yang diunggah pada direktori 
putusan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase penyelesaian 
permohonan eksekusi putusan 
perdata 

15% 15% 15% 15% 15% 15% 



 

 

Persentase perkara yang 
berhasil diselesaikan melalui 
pendekatan keadilan restorative 

3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Persentase perkara yang 
berhasil diselesaikan melalui 
mediasi 

 5% 5% 5% 5% 5% 

Persentase perkara anak yang 
berhasil diselesaikan melalui 
diversi 

 5% 5% 5% 5% 5% 

Persentase perkara perdata 
menggunakan e-Court 

 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase perkara pidana yang 
dilimpahkan secara elektronik 
(e-Berpadu) 

 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase layanan perkara 
pidana yang diajukan secara 
elektronik (e-Berpadu) 

 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Program 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Target 
Jangka 

Menengah 

Target 
Pendanaan 
Tahun 2026 

2025 2026 2027 2028 2029 

Program Dukungan Manajemen Rp 10.620.756.000 

 Meningkatnya 
Tingkat 
Keyakinan dan 
Kepercayaan 
Publik 

Indeks kepuasan pengguna 
layanan pengadilan 
berdasarkan standar layanan 
yang ditetapkan 

3.9 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9  

Terwujudnya 
Manajemen 
Peradilan yang 
Transparan 
dan 
Profesional 

Indeks Profesionalitas Aparatur 
Sipil Negara (IP ASN) Satuan 
Kerja Pengadilan 

72 71 71 72 73 74 

Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 
Satuan Kerja Pengadilan 

95 95 95 95 95 95 

Nilai Kinerja Perencanaan 
Anggaran 

81 80 80 81 82 83 

Nilai Indikator Pengelolaan Aset 
(IPA) Satuan Kerja Pengadilan 

4 4 4 4 4 4 
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